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Abstract

As the direction of development in the field of business law needs to be improved maintaining public order based on justice and able to protect the public as one of the requirements for the creation of a stable national. These efforts will further encourage the development of people's creativity, vitality of life and broaden people's participation in the implementation of development in all fields.
As it is known that Indonesia is a nation that is growing and development is currently being promoted and developed rapidly. In large cities there are many buildings skyscrapers standing strong and the government apparatus is in full swing to make improvements everywhere. Companies are increasingly spreading its wings to get optimal results by expanding its network to the entire archipelago.
Abstrak
Sebagai arah pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan usaha memelihara ketertiban umum yang berkeadilan dan mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya nasional yang mantap. Usaha-usaha ini akan lebih mendorong perkembangan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang berkembang dan pembangunannya saat ini sedang digalakkan dan berkembang pesat. Di kota-kota besar banyak terdapat gedung-gedung pencakar langit yang berdiri dengan kokoh dan para aparat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembenahan dimana-mana. Perusahaan-perusahaan semakin mengembangkan sayapnya untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan jalan memperluas jaringan kerjanya sampai ke seluruh pelosok nusantara.
BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara  Indonesia adalah Negara yang pelaksanaannya berdasarkan hukum,  salah satu asas dalam pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum yaitu bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Sebagai arah pembangunan di bidang hukum perlu ditingkatkan usaha memelihara ketertiban umum yang berkeadilan dan mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya nasional yang mantap. Usaha-usaha ini akan lebih mendorong perkembangan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang berkembang dan pembangunannya saat ini sedang digalakkan dan berkembang pesat. Di kota-kota besar banyak terdapat gedung-gedung pencakar langit yang berdiri dengan kokoh dan para aparat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembenahan dimana-mana. Perusahaan-perusahaan semakin mengembangkan sayapnya untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan jalan memperluas jaringan kerjanya sampai ke seluruh pelosok nusantara.

Dalam hal ini perusahaan tersebut memerlukan modal yang tidak sedikit, untuk itu diperlukan adanya suatu lembaga keuangan (bank) yang salah satu fungsinya memberikan kredit dalam lalu lintas perdagangan, yang meliputi pembayaran, peredaran uang, pemberian kredit dan lain sebagainya. Bank sekiranya diharapkan dapat memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha (nasabah), tetapi tentunya apabila pengusaha tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank untuk mendapatkan kredit. Hal ini agar perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan lancar, karena tanpa adanya modal yang cukup niscaya kegiatan usahanya akan terhambat. Selain itu diperlukan faktor sumber daya manusia yang berupa orang-orang profesional di bidangnya, juga diperlukan adanya suatu modal untuk mempertahankan dan juga mengembangkan perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan kredit tersebut diperlukan adanya suatu perjanjian yang pada umumnya dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini pihak pertama adalah bank sebagai kreditur dan pihak kedua adalah nasabah selaku debitur. Setiap orang pada dasarnya berdasarkan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa saja, dalam bentuk apa saja dan mengenai apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang disini bersifat memaksa orang-orang untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh undang-undang, tidak terkecuali siapa pun juga. Sejalan dengan permasalahan hukum tentang perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak bank, maka menurut hukum perdata khususnya hukum perjanjian. Pada asasnya undang-undang bersifat hukum (aanvulellendrecht) yang berarti orang yang membuat perjanjian dapat membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari undang-undang tentang perjanjian, kecuali beberapa yang bersifat memaksa. Hukum menambah maksudnya apabila di dalam undang-undang tidak ditentukan suatu hal yang dibutuhkan dan apabila salah satu pihak melanggar salah satu aspek perjanjian yaitu dalam undang-undang perbankan tidak dicantumkan secara khusus penggunaan perjanjian kredit (perjanjian baku) yang dibuat oleh pihak bank.

Disebut perjanjian baku karena isinya dibuat dalam bentuk formulir yang bertujuan agar pembuatan atau penutupan perjanjian kredit bank bisa berlangsung dengan efisien serta untuk lebih memberikan kepastian bahwa pihak debitur dapat mengembalikan pinjaman uang sesuai dengan ketentuan perjanjian yang mereka buat.

Pembuatan model perjanjian kredit adalah lebih bersifat sepihak karena isinya ditentukan oleh pihak bank itu sendiri, sehingga nasabah sebagai debitur yang sangat membutuhkan kredit dalam pengembangan usahanya kadang kala mau tidak mau menerima apa saja yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Selain itu pula banyak masyarakat awam kurang memahami hukum, sehingga nasabah tersebut nantinya akan menghadapi konsekuensi yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri.

Permasalahan hukum tentang perjanjian kredit antara nasabah dengan bank khususnya diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maksud dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) yaitu kita dapat membuat suatu perjanjian tentunya atas kesepakatan kedua belah pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan undang-undang yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan untuk kepastian hukum. Undang-undang atau perjanjian tersebut dibuat apabila undang-undang yang ada tidak menampung semua pasal-pasal yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Maksud dari Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kapan saja sesuai dengan kemauan salah satu pihak saja, karena pihak yang lain akan merasa dirugikan dan dibatalkan apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain dan hal tersebut telah diatur oleh undang-undang.

Maksud dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika suatu perjanjian dan semula dibuat dengan itikad baik, maka sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Bank memberikan kredit kepada seseorang atas dasar bank tersebut percaya bahwa nasabah bank tersebut dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan kepadanya, sehingga jika nasabah tersebut sejak awal tidak mempunyai itikad baik maka kepercayaan bank kepada nasabah tersebut akan hilang.

Ciri-ciri kehidupan masyarakat dewasa ini ditandai adanya kecenderungan mendapatkan pelayanan jasa secara praktis, efisien dan efektif, sebab nasabah biasanya jika disodori formulir perjanjian kredit malas untuk membaca apalagi memahami makna dari perjanjian tersebut. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nasabah tersebut pada umumnya berada pada pihak lemah, dikarenakan ketidak hati-hatian dari nasabah itu sendiri.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANKALTIM  DI TINJAU MENURUT PASAL   1320  Jo  1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. Di samping itu pula penulis ingin mengetahui bagaimanakah masalah keabsahan perjanjian kredit bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW serta bagaimanakah masalah keterikatan para pihak dalam perjanjian kredit.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah.

3) Untuk memberikan gambaran tentang perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak bank dalam prakteknya.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemcahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

3) Untuk memberikan landasan berpijak guna pendalaman lebih lanjut dalam penulisan.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya untuk merumuskan suatu permasalahan dalam penulisan skripsi setidaknya harus mempunyai perumusan dan pembatasan masalah mengenai apa yang hendak dijadikan obyek penelitian, sehingga dalam pembahasannya akan lebih terarah. Obyek penelitian relatif yang bersifat konkrit yang dapat dihubungkan dengan cabang ilmu pengetahuan.

Untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis merumaskan dan membatasi masalah khususnya yang berhubungan dengan judul skripsi yang dipilih.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah masalah keabsahan perjanjian kredit bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW ?

2. Bagaimanakah pula masalah keterikatan para pihak dalam perjanjian kredit ?

D. Metode dan Tehnik Penelitian

Berdasarkan permasalah yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Yuridis Sosiologis ( empiris)
Yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Pembangunan Daerah/Bankaltim  Cabang Samarinda atau staf yang membidangi hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit.

2. Penelitian Yuridis Normatif
Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Samarinda dalam praktek.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masalah Keabsahan Perjanjian Kredit Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa isi dan bentuk dari perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, sedangkan pihak pemohon (calon nasabah) hanya menyatakan setuju atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir yang disodorkan kepadanya. Praktek yang demikian ini diikuti pula oleh lembaga-lembaga perkreditan lainnya, contohnya Bank Pasar.

Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian itu calon nasabah (debitur) pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab apabila debitur tidak menyetujui ketentuan yang ada pada formulir permohonan kredit berarti permohonan kreditnya akan gagal, sedangkan debitur tersebut sangat membutuhkan sekali kredit itu guna kelancaran atau kemajuan usahanya.

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian kredit ini sebenarnya mengandung kelemahan terutama bila dihubungkan atau ditinjau dari pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak.

Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit bank dan lembaga perkreditan lainnya tidak saja mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo pasal 1338 BW. Sehingga dapat dikatakan masalah keabsahan perjanjian kredit bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak sah.

Bila kita tinjau kembali pada Pasal 1320 BW yang merupakan sebagai pasal yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian kredit bank diketahui bahwa debitur dalam memberi kesepakatannya memang tidak dipaksa akan tetapi ada rasa keterpaksaan, karena kalau tidak menyetujui maka jelas permohonan kredit akan gagal. Sehingga dengan terpaksa debitur menyetujui dan menandatangani formulir yang telah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri, tanpa dibacakan sebelumnya.

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan, sebab di satu sisi timbulnya perjanjian kredit tidak dilatar belakangi oleh kaum ekonomi tinggi, tetapi dilatar belakangi oleh kemauan Pemerintah untuk membantu atau merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah melalui bantuan kredit. Sedangkan di sisi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

B. Masalah Keterikatan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Sendi utama hukum perjanjian terhadap Pasal 1338 BW dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang.

Dengan demikian persoalan pokok dalam masalah perjanjian kredit ialah bagaimana cara menempatkan perjanjian kredit itu dalam kerangka hukum perjanjian. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, apa yang telah disepakati para pihak mengikat bagaikan undang-undang. Apabila asas kebebasan berkontrak itu kita ikuti sepenuhnya, hal itu berarti bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak bisa melepaskan diri dari klausula perjanjian kredit yang telah disetujuinya.

Dalam suatu perjanjian kredit sebenarnya tiada “kebebasan” para pihak, setidak-tidaknya bagi pihak yang dihadapkan pada klausula perjanjian kredit. Dengan demikian perjanjian kredit berlaku dalam kerangka hukum perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam bentuk seutuhnya. Sekarang banyak dilakukan intervensi terhadap asas kebebasan berkontrak itu, baik melalui perundang-undangan maupun melalui putusan-putusan hakim. Kecenderungan untuk melakukan intervensi dan restriksi itu makin lama makin menguat.

Dengan bertambah banyaknya perjanjian kredit, kini dalam artian tertentu asas kebebasan berkontrak juga berkurang. Tidak lagi ada kesempatan bagi para pihak untuk membicarakan sebelumnya mengenai klausula-klausula perjanjian apa saja yang akan mereka sepakati. Perjanjian-perjanjian kini ditampilkan dalam bentuknya yang utuh oleh salah satu pihak.

Ada suatu gejala yang dari segi hukum seolah-olah tampak sebagai suatu kontradiksi. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem Common Law (yang tidak menganut sistem kodifikasi), di negara-negara yang menganut sistem Civil Law (yang menganut sistem kodifikasi seperti halnya negara Indonesia) perundang-undangan di bidang perjanjian kredit khususnya yang memberikan perlindungan kepada para konsumen, justru tidak begitu banyak jumlahnya. Negara-negara ini lebih banyak memberikan kesempatan pada putusan-putusan hakim.

Jadi masalah keterikatan para pihak terhadap klausula perjanjian kredit adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

BAB III P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas mengenai Permasalahan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Samarinda Dalam Praktek. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit sebenarnya mengandung kelemahan terutama bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW, karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka.

2. Perjanjian kredit tidak hanya mengandung kelemahan, tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW. Untuk itu masalah keabsahan perjanjian kredit bila ditinjau dari Pasal 1320 BW Jo Pasal 1338 BW secara formal dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak sah.

3. Masalah keterikatan para pihak terhadap perjanjian kredit adalah para pihak dapat memperjanjikan apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dan apa yang diperjanjikan secara sah itu mengikat bagaikan undang-undang.

B. Saran-saran


Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari adanya syarat-syarat yang merugikan nasabah, maka sebaiknya isi perjanjian kredit perlu diseragamkan, sehingga Pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan mudah.

2. Dalam kenyataannya perjanjian kredit bank menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan di masyarakat, maka pengawasan oleh Pemerintah seyogyanya diperluas, tidak terbatas pada perjanjian kredit bank.

3. Untuk menjaga supaya kredit yang diberikan kepada nasabah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dalam pengembalian kredit nantinya juga tidak terjadi kemacetan yang tidak diharapkan oleh pihak bank, maka pihak bank hendaknya setelah memberikan kredit kepada nasabah agar kiranya melakukan pendekatan dan pengawasan serta pembinaan yang benar-benar efektif, dengan cara meninjau ke tempat proyek yang telah dibiayai oleh pihak bank tersebut secara continue agar nasabah tersebut mempergunakan kredit sebagaimana mestinya dan tidak mempergunakan kredit tersebut dengan tujuan lain.
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